
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1382, 2013 KEMENTERIAN AGAMA. Pendidikan Madrasah 
Penyelenggaraan. Pendidikan Formal. 

 
PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 90 TAHUN 2013 
TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang  :   a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses, mutu, dan 
daya saing, serta relevansi pendidikan madrasah 
perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan 
madrasah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan 
Pendidikan Madrasah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  20 Tahun 2003  tentang  
Sistem  Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 
dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4586); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5410); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang 
Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4769); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang 
Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4863); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 
Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4941); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5157); 

9. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 
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tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden 
Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
Organisasi Kementerian Negara; 

10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon 
I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 
tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi 
Eselon I Kementerian Negara; 

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah dua kali 
dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202); 

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas 
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan 
atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas 
Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684); 

13. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Kementerian Agama (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH. 
 

 

www.djpp.kemenkumham.go.id

http://www.djpp.kemenkumham.go.id


2013, No.1382 4

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah adalah kegiatan pelaksanaan 

komponen sistem pendidikan pada Raudhatul Athfal, Madrasah 
Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan Madrasah 
Aliyah Kejuruan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai 
dengan tujuan pendidikan nasional. 

2. Madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri 
Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan 
dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, 
Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, dan 
Madrasah Aliyah Kejuruan.  

3. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu 
bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan 
formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan 
agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 
(enam) tahun.  

4. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan 
kekhasan agama Islam yang terdiri dari 6 (enam) tingkat pada jenjang 
pendidikan dasar. 

5. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan 
kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang 
pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI, atau 
bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar 
atau MI. 

6. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat MA adalah satuan 
pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan 
kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai 
lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, atau bentuk lain yang 
sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Menengah Pertama atau 
MTs. 

7. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat MAK adalah 
satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan 
kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan 
menengah sebagai lanjutan dari Sekolah Menengah Pertama, MTs, 
atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah 
Menengah Pertama atau MTs. 
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8. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 
tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai 
pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai 
tujuan pendidikan tertentu. 

10. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada RA, MI, MTs, MA, dan MAK. 

11. Akreditasi Madrasah adalah kegiatan penilaian untuk menentukan 
kelayakan RA, MI, MTs, MA, dan MAK berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan.  

12. Kementerian adalah Kementerian Agama. 
13. Menteri adalah Menteri Agama. 
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam. 

15. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 
16. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten/Kota. 

BAB II 
JENJANG DAN BENTUK 

Pasal 2 
Jenjang pendidikan madrasah terdiri atas: 
a. pendidikan anak usia dini; 

b. pendidikan dasar; dan 
c. pendidikan menengah. 

Pasal 3 
(1) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

huruf a, berbentuk RA. 
(2) Pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, 

berbentuk MI dan MTs. 

(3) Pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, 
berbentuk MA dan MAK. 

Pasal 4 

RA memiliki program pembelajaran 1 (satu) atau 2 (dua) tahun. 
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